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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tranportasi merupakan sarana 

perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua 

aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya tranportasi tersebut tercermin 

dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang 

dan barang dari dan seluruh pelosok tanah air dan bahkan dari dan keluar negeri, 

karena sebagai pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi 

dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Kemajuan sektor transportasi, dengan segala sarana dan prasarana teknologi

penting dalam memperlancar roda

pendukung yang ada, merupakan sarana sangat vital dalam kehidupan modem yang

semakin mengglobal ini, untuk memudahkan kita akses ke berbagai sumberdaya yang 

ada. Namun, pilihan-pilihan atas moda transportasi ini haruslah memberikan jaminan 

bagi keselamatan hidup manusia, menempatkan keselamatan di atas segalanya. 

Pembangunan berdimensi manusia (human development), disertai dengan teknologi 

transportasi berwajah manusiawi, haruslah menjadi kepedulian kita bersama.

Sebagaimana kita ketahui kompleksitas masalah transportasi jalan tidak hanya 

disebabkan pola kebijakan publik yang buruk tetapi juga menyangkut beberapa faktor 

khusus. Antara lain, faktor mentalitas pengguna jalan, pola penegakan hukum serta 

daya dukung lingkungan sosial.
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Mentalitas pengguna jalan di Indonesia secara umum cukup memprihatinkan. 

Hal ini terlihat dari pola penggunaan jalan yang semena-mena dan sering kali 

mengbaikan faktor keselamatan. Hal ini disadari atau tidak telah berkontribusi 

menambah masalah di jalan raya.

Aturan hukum kadangkala berlaku secara tidak tegas dan berkecendrungan 

bersifat kompromistis, terutama dalam menyangkut pelanggaran penggunaan jalan. 

Jadilah kemudian wibawa hukum dipandang sebelah mata oleh pengguna jalan.

Transportasi tidak akan dapat berperan dengan baik tanpa lalu lintas, sehingga 

dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu 

diperlukan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan secara berkesinambungan 

dan peningkatan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat 

dengan memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian 

lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta antar instansi sektor 

dan antar instansi terkait lainnya.

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan orang dan hewan di jalan. Jaringan 

transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan 

dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem 

jaringan untuk keperluan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Menyadari peran pentingnya transportasi sangat penting maka lalu lintas dan 

angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu 

dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat

yang
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kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, cepat, aman, nyaman, 

teratur, lancar dan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Dalam penjelasan Undang-Undang No.14 Tahun 1992 disebutkan bahwa 

pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem 

dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsur yang terdiri dari 

jaringan transportasi jalan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud 

suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna.

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak maka lalu lintas dan angkutan dikuasai oleh 

negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara 

berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan 

pelayanannya pada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan 

umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi serta 

wewenang Pusat dan Daerah serta antar instansi dan antar unsur yang terkait serta 

terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas 

dan angkutan jalan sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang 

handal dan terpadu.

Keseluruhan hal tersebut perlu dicerminkan dalam satu undang-undang 

utuh, dalam hal ini Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang yang 

mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang pada tanggal 29 Juni 2009 telah

yang
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diganti menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.

Seiring dengan perkembangan kota Palembang yang semakin pesat dalam

meningkatkan pembangunan akhir-akhir ini, maka hal tersebut akan meningkatkan

juga permasalahan lalu lintas yang ada selama ini. Permasalahan-permasalahan lalu

lintas tersebut tercermin dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang 

dilakukan oleh para pengguna jalan di wilayah kota Palembang. Adapun data-data 

pelanggaran yang terjadi antara tahun 2005 - Januari 2009 dapat dilihat pada tabel

berikut:
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Tabel I
Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palembang 

berdasarkan Pasal-pasal yang dilanggar dalam UU No. 14 Tahun 1992
Tahun 2005 — Januari 2009

Jumlah Pelanggaran Pasal-PasalJenis PelanggaranNo 20092008200720062005
Pasal 52 ayat 2103 173115105 90Pelanggaran lalu lintas yang 

mengakibatkan 
meninggalnya orang

1

78 Pasal 54140 108116 125Mengemudikan kendaraan 
bermotor dijalan yang tidak 
sesuai dengan peruntukanya

2

Mengemudikan kendaraan 
bermotor dijalan yang tidak 
didaftarkan

923 110 125 149 63 Pasal 57 ayat 1

Kelengkapan atas surat tanda 
nomor kendaraan bermotor

4 452 540 552 564 234 Pasal 57 ayat 2

Tidak dapat menunjukan 
SIM

5 553 562 577 553 302 Pasal 59 ayat 1

6 Tidak memiliki SIM 579 613 625 618 260 Pasal 59 ayat 2

7 Ketentuan rambu-rambu dan 
marka jalan

310 410 513 520 211 Pasal 61 ayat 1

8 Tidak menggunakan sabuk 
keselamatan

19 21 28 25 36 Pasal 61 ayat2

9 Tidak menggunakan Helm 98 109 122 128 66 Pasal 61 ayat2

10 Menggunakan jalur diluar 
fungsi sebagai jalan

111 115 105 83 57 Pasal 62

11 Menyelenggarakan kegiatan 63 80 79
dengan menggunakan jalan 
tanpa izin______________

Sumber : Hasil pengolahan data dari Poltabes Palem

92 55 Pasal 62

bang
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Oleh karena itu, untuk menyikapi apakah peraturan peruudangan-undangan lalu 

lintas yang ada selama ini (dalam hal ini penulis mengkaji berdasarkan Undang- 

Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) telah cukup 

mewadahi dalam menangani permasalahan-permasalahan baik yang telah ada 

maupun yang akan datang, maka penulis mencoba melakukan penelitian yang 

dituliskan dalam skripsi dengan judul: TINJAUAN YURIDIS SANKSI HUKUM

TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 DI KOTA PALEMBANG.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan

permasalahan sebagai berikut:

L Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu

lintas jalan.

2. Efektivitas sanksi pidana yang diterapkan bagi pelanggaran lalu lintas di wilayah 

Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dalam hal ini adalah menyangkut masalah pelanggaran lalu lintas 

di jalan raya, maka agar tidak terlalu luas pada pokok pembahasannya jadi 

lingkup penulisannya hanya dibatasi pada Penjatuhan sanksi denda terhadap 

pelanggaran lalu lintas khususnya yang terjadi di kota Palembang Sedangkan 

pengkajiannya di titik beratkan hanya pada pelanggaran lalu lintas jalan itu sendiri.

ruang
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D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana 

pelanggaran lalu lintas jalan

2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang efektif untuk diterapkan bagi pelanggaran

lalu lintas

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk

dapat dikaji secara ilmiah dan sebagai pelengkap dalam mempelajari ilmu hukum.

2. Secara Praktis, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran

mengenai efektivitas hukum terhadap sanksi pidana pelanggaran lalu lintas jalan

di wilayah Kota Palembang.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam rangka pengumpulan bahan penelitian, penulis menggunakan metode 

penelitian deskritif yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal didaerah tertentu

i
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dan pada saat tertentu.1 Dalam penelitian ini juga penulis melakukan penelitian 

hukum sosiologis atau empiris dalam arti yang diteliti pada awalnya adalah data 

sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di 

lapangan, atau terhadap masyarakat.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sebagai 

data primer, dan selain data empiris dipergunakan data sekunder,data primer 

dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak kepolisian dan data sekunder 

diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen-dokumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian yang dihimpun dengan menggunakan

metode wawancara secara mendalam dengan menggunakan daftar pertanyaan

sebagai pedoman dan di dalam penelitian ini digunakan pula data sekunder, yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan dan cara menelusuri bahan hukum :2

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat, seperti : Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas 

dan angkutan jalan, Pemerintah Nomor.43 Tahun 1993 tentang prasarana dan 

lalu lintas jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan

' Bambang Waloyo., Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika., Jakarta, 1991, hal. 7-8 
Bambang Sunggono, Metodologi penelitian Hukum, Raja Grafindo Persadajakarta, 1997,

hal. 81.
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hukum primer, seperti azas-azas hukum,yurisprudensi,doktrin,literature, hasil 

karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus hukum, surat kabar, majalah, buku-buku, media cetak dan 

elektronik serta bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang 

berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

4. Teknik penentuan informasi

Untuk mendapat data primer penulis melakukan wawancara dan informasi 

informan ditentukan secara porposive,atau bertujuan dengan alasan informan 

berwenang serta memiliki pengetahuan mengenai permasalahan.informan yang

maupun

ditujukan kepada Unit laka lantas Kepolisian Kota Besar Palembang,terdiri dari :

a. Anggota Dikyasa Sat Lantas Kepolisian Kota Besar Palembang.

b. Urusan bidang operasional Kepolisian Kota Besar Palembang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam menghimpun data-data dan 

informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Palembang 

yaitu Kepolisian Kota Besar Palembang.

6. Analisis Data

Setelah mendapatkan data sekunder dan data primer, kemudian dikumpulkan lalu 

dianalisis dengan metode Kualitatif yakni suatu upaya untuk mengahsilkan data 

deskriptif dalam arti menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara
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tertulis atau lisan, serta prilakunya yang nyata pada akhirnya hasil dari metode ini 

kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk 

menggambarkan jawaban dari permasalahan dalam skripsi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih memudahkan dalam penyusunan dan memahami skripsi ini maka 

perlu disajikan sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diungkapkan tentang latar belakang, perumusan masalah,

ruang lingkup, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang : Pengertian Pidana, Tujuan Pidana, Fungsi

Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan

Efektivitas Hukum

Bab III Tinjauan Yuridis Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas 

Jalan menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Di Kota 

Palembang

Bab ini berisikan tentang : faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan tinjauan yuridis efektivitas sanksi 

pidana terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 

14 Tahun 1992 Di Kota Palembang.

3Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 32.
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Bab IV Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran. Berkaitan dengan jawaban permasalahan 

penelitian.
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